BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO.113/PID.SUS/2015/PN BIN TENTANG TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA
BERULANG DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN
Bjn
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus
mempunyai keyakinan dalam memutus pidana berdasarkan asas bebas, jujur

dan tidak memihak, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan memang hakim melihat dan
memperhatikan berat ringannya tindak pidana sebagai bahan pertimbangan.
Putusan yang diberikan hakim dalam putusan No.113/Pid.Sus/ 2015/ PN Bjn

adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan adalah merusak masa depan korban.
b. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa sopan di persidangan,
terdakwa berterus terang, terdakwa belum pernah dihukum, dan antara

keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian.
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Memperhatikan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana sehingga, berdasarkan putusan No.
113/Pid.Sus/2015/Pn Bjn, menyatakan bahwa terdakwa Fredy Sutomo bin
Sutoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana
dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
yang dilakukan secara berulang. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta ruiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan
hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang
menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan
perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasaan pemaaf. Sehingga dengan
demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat.
Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa

menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Tetapi UU No.23 tahun 2002 ini sudah di perbarui dengan UU No. 35
tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak. Dan dalam pasal 81 ada sedikit perubahan yaitu :

Sebelum diubah ( UU No. 23 tahun 2002) pasal 81 :
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Ayat (1) : “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)’

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”’

Sesudah diperbarui (UU No. 35 2014) pasal 81:

Ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)’.

Ayat (2) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ayat (3) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan
hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan hakim
masih menggunakan UU No. 23 tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak

mengatur pidana maling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Sedangkan

! Undang-undang Republik Indonesia tahun2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra
Umbara, 2012), 106.

2 Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2015, 7entang perubahan atas Undang-undang
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, WWW.HukumOnline.com, .



http://www.hukumonline.com/
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dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak mengatur pidana paling singkat 5 tahun dan
paling lama 15 tahun. Sehingga putusan hakim No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
sudah tepat, karena hakim menjatuhkan hukuman tidak kurang dari 5 tahun
dan tidak lebih dari 15 tahun, meski hakim masih menggunakan UU No. 23

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus
perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar

dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih
dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai

rasa keadilan dalam masyarakat.

. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn

Persetubuhan atau zina terhadap anak ini harus mendapat perhatian
khusus, karena sering terjadi kasus persetubuhan atau zina terhadap anak di
bawah umur. Banyak terjadi korban akibat pergaulan bebas di kalangan
remaja atau anak di bawah umur, bahwan ada yang sampai hamil di luar nikah.
Kasus seperti itu merupakan masalah sosial yang yang serius dan berdampak
luas dalam masyarakat. Dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak

kejahatan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat
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dalam masyarakat, tentang apa yang terbaik, benar dan bermanfaat bagi

manusia.

Dalam hukum pidana Islam bagi para pelaku kemaksiatan akan
dijatuhkan hukuman yang disebut Audud karena hukuman tersebut
dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak

mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum.

Kejahatan Audud adalah kejahatan serius dan berat dalam pidana Islam.
Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti
bahwa kejahatan Audud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali,
namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.’> Dalam
Jjarimah hudud, para ulama merumuskan bahwa ada tujuh yang termasuk
Jjarimah hudud yaitu: Zina, tuduhan palsu zina (gadzaf), pencurian (sarigah),
perampokan (hirabah), murtad (riddah), pemberontakan (al-baghy), dan

minum-minuman keras (syurb al-khamr).

Salah satu kategori dari hudud adalah zina, dan zina sendiri dibagi
menjadi dua yaitu, zina muhsan dan ghayru muhsan. Muhsan adalah pelaku
zina yang sudah memiiki pasangan atau sudah menikah dan ghayru muhsan

adalah pelaku zina yang belum pernah menikah.

Menurut analisis penulis, dalam sumber-sumber data yang sudah

terkumpulkan dapat di ketehui bahwasannya terhadap perkara tindak pidana

* Makrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 95.
4 B
Ibid., 96.
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persetubuahn terhadap anak dalam hukum pidana Islam disebut jarimah zina
dan pelakunya di jatuhi Aad yang mana telah di tetapkan dalam jarimah zina.
Analisis hukuman terhadap pelaku zina laki-laki (dewasa) yaitu jarimah
hudud yang lebih pantas. Dimana hukuman itu berupa dera seratus kali dan
pengasingan selama satu tahun, karena pelakunya belum menikah atau yang
disebut dengan ghayru muhsan. Seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nur

ayat 2:

o
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Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum)

Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian,

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian
orang-orang beriman.

Sedangkan analisis hukuman untuk pelaku zina perempuan dalam
putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn menurut hukum pidana Islam yaitu
dijatuhi Aad, karena menurut hukum pidana Islam ia sudah termasuk dewasa.
Sebab ia sudah memenuhi kreteria orang dewasa, yaitu seseorang dikatakan
dewasa bila ia sudah balig, dan balig pada seorang anak laki-laki dapat
diketahui memalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada
perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika
tanda-tanda balig datang lebih cepat atau lambat, balig ditentukan dengan

usia. Mayoritas fukaha membatasi usia lima belas tahun untuk laki-laki dan

perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi sebenarnya adalah

® Al-Mujib, AL-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing Hause, 2012), 351.
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akal. Akal adalah tanggng jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Mimpi
basah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan balig secara
syarak adalah karena hal itu bukti atas kesempurnaan akal. Mimpi basah
biasanya tidak lebih dari usia lima belas tahun. Apabila seeorang belum juga
mimpi basah pada usia tersebut, hal itu berhungan dengan kerusakan atau
penyakit bawaan sejak lahirnya. Kerusakan sistem sejak lahir tidak
mengharuskan adanya kerusakan pada akal. Karena itu, wajib menganggap
orang itu telah balig yang mewajibkan padanya pembebanan hukum.

Selain itu ia juga termasuk dalam fase berfikir penuh yaitu dalam usia
dewasa seseorang yang sudah dewasa dikenai tanggung jawab pidana atas
tindak pidana yang dilakukannya apa pun jenisnya. Dan dijatuhi hukuman
hudud apabila dia berzina atau mecuri dan dikisas apabila dia membunuh atau
melukai, demikian pula dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak
pidana takzir.

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum Islam yaitu merealisasikan
kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan sebuah keadilan. Dalam
Jjarimah hudud, hukuman di jatuhkan terhadap pelaku kemaksiatan karena
hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan
hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum. Jarimah
hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan
melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas

yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumalahnya terbatas. Sedangkan Dalam
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jarimah takzir hakim dapat memilih bentuk hukum yang tepat bagi pelaku

pelanggar, dengan sesuai kondisi pelaku, dan situasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



